
SALINAN 

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 173 TAHUN 2019 

TENTANG 

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARi NUSANTARA 

TINGKAT NASIONALTAHUN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun

2019 ten tang Pembentukan Kementerian Negara dan

Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode

Tahun 2019-2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi;

b. bahwa untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai kelautan,

pemanfaatan, kelestarian dan perlindungan serta pengelolaan

wilayah laut dan lingkungannya secara terpadu, serasi, efektif

dan efisien, perlu menyelenggarakan peringatan Hari Nusantara

Tingkat Nasional Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Panitia

Penyelenggara Peringatan Hari Nusantara Tingkat Nasional

Tahun 2019;

1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 ten tang Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 
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2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Betita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

DAN INVESTASI TENTANG PANITIA PENYELENGGARA 

PERINGATAN HARi NUSANTARA TINGKAT NASIONAL TAHUN 

2019. 

Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Nusantara 

Tingkat Nasional Tahun 2019 yang seJanjutnya disebut Panitia 

Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan 

susunan keanggotaan terdiri dari: 

a. Pengarah;

b. Pelaksana Pusat; dan

c. Pelaksana Daerah.

Panitia Nasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 

mempunyai tugas: 

a. Pengarah:

Memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan

peringatan Hari Nusantara Tahun 2019.

b. Pelaksana Pu.sat:

Melaksanakan peringatan Hari Nusantara Tahun 2019 dari

tahap persiapan, pelaksanaan dan rangkaian kegiata:n menuju

acara puncak dan bertanggung jawab atas suksesnya acara

peringatan Hari Nusantara Tahun 2019.

c. Pelaksana Daerah:

Melaksanakan peringatan Harl Nusantara Tahun 2019 dari

tahap persiapan, pelaksanaan dan rangkaian kegiatan menuju

acara puncak dan bertanggungjawab pada lokasi.
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KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum 

KEDUA, Pelaksana Pusat wajib menyampaikan laporan dan 

bertanggung jawab kepada Pengarah melalui Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman. 

 

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri 

Koordinator ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara kementerian/lembaga yang bersangkutan, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana 

lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

    

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 November 2019 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

Ttd. 

 

LUHUT B. PANDJAITAN 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG 

KEMAR!TIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 173 TAHUN 2019 TENTANG 

PANITIA PENYELENGGARA PER!NGATAN HAR! 

NUSANTARA TAHUN 2019 

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PER!NGATAN 

HAR! NUSANTARA TINGKAT NASIONALTAHUN 2019 

A. Pengarah tercliri dari:

Ketua

Wakil Ketual

Wakil Ketua II

Anggota 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan 

1. Menteri Dalam Negeri

2. Menteri Pertahanan

3. Menteri Kelautan dan Perikanan

4. Menteri Des a, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi

5. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

6. Menteri PE:rhubungan

7. Menteri Sekretaris Negara

8. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif

9. Menteri Kesehatan

10. Menteri Pekerjaan Umum clan Perumahan Rakyat (PUPR]

11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

12. Menteri Komunikasi dan Informatika

13. Menteri Badan Usaha Milik Negara

14. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

15. Menteri Perdagangan

16. Menteri Perindustrian

17. Sekretaris Kabinet

18. Panglima Tentara Nasional Indonesia

19. Kepala Kepolisian Negara Repu blik Indonesia

20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

21. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN)



Sekretaris 

Pengarah 
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Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 

B. Pelaksana Pu.sat terdiri dari:

Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Menteri Perdagangan 

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR 

1. Bidang Acara Puncak

Togas:

a. Mengoordinasikan kegi.atan acara puncak Hari Nusantara Tahun 2019 tingkat

nasional dengan Panitia Pelaksana Pu.sat dan Panitia Pelaksana Daerah.

b. Melaksanakan kegi.atan acara puncak Hari Nusantara Tahun 2019 tingkat

nasional tanggal 13 Desember 2019 di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Susunan Keanggotaan: 

Ketua 

Wakil Ketua I 

W akil Ketua II 

Anggota 

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian 

PUPR 

Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut 

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut II 

Padang 

Selcretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian 

PUPR 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 

Kementerian Perhubungan 

Direktur Rumah Khusus, Kementerian PUPR 

Direktur Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

Asisten Deputi Budaya, Seni, dan Olahraga Bahari, 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi 

Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset clan 

Teknologi, dan Lingkungan Kemaritiman, Selcretariat 

Kabinet 
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2. Bidang Pameran, Festival Seni Budaya, Olahraga, dan Bakti Sosial

Togas:

a. Mengoordinasikan penyelenggaraan pameran (expo) potensi daerah, even seni

budaya, olahraga, dan bakti sosial dengan Panitia Pelaksana Pusat dan Panitia

Pelaksana Daerah.

b. Melaksanakan penyelenggaraan pameran {expo) potensi daerah, even seni budaya,

olahraga, bakti sosial kesehatan dan/ atau gerakan bersih lingkungan.

Susunan Keanggotaan: 

Ketua Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan 

Pariwisata, Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

WakilKetua 

Anggota 

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I, Kementerian 

Pariwisata clan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

Asisten Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik Kawasan 

dan Pariwisata II, Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara 

Direktur 

Kesehatan 

Kesehatan Lingkungan, Kementerian 

Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan 

Hidup, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi 

Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi, 

Kementerian Pemuda dan Olahraga 

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional I, 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Sekretaris Direktorat Jenderal lndustri Kecil dan 

Menengah, Kementerian Perindustrian 

Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Direktur Kesehatan Reproduksi, BKKBN 

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
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3. Bidang Promosi, Publikasi dan Dokumentasi

Togas:

a. Mengoorclinasikan kegiatan promosi, publikasi dan dokumentasi peringatan Hari

Nusantara Tingk:at Nasional Tahun 2019 dengan Panitia Pelaksana Pusat dan

Panitia Pelaksana Daerah.

b. Melaksanakan kegiatan promosi, publikasi dan dokumentasi peringatan Hari

Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2019.

Susunan Keanggotaan: 

Kehl.a Direktur Jenderal Informasi dan Komun:ikasi Publik, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Wakil Ketua 

Anggota 

4. Bidang Pengamanan

Togas:

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Kementerian Perdagangan 

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan 

Kemaritiman, Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Direktur Pengembangan Pasar dan lnformasi Ekspor, 

Kementerian Perdagangan 

Kepala Biro Penerangan, Kementerian Dalam Negeri 

Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

a. Mengoorclinasikan kegiatan pengamanan pada peringatan Hari Nusantara Tingkat

Nasional Tahun 2019 dengan Panitia Pelaksana Pusat dan Panitia Pelaksana

Daerah.

b. Melaksanakan pengamanan pada peringatan Hari Nusantara Tingkat Nasional

Tahun 2019.

Susunan Keanggotaan: 

Ketua 

Wakil Ketua 

Anggota 

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat 

Komandan Resort Militer 032/Wirabraja 

Direktur Tanggap Darurat, BNPB 

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat 

Kasi Operasi Resort Militer 032/Wirabraja 

Asops Danlantamal II 
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C. Panitia Pelaksana Daerah terdiri dari: 

Ketua :  Gubernur Sumatera Barat 

Wakil Ketua I : Walikota Pariaman 

Wakil Ketua II : Bupati Padang Pariaman 

Wakil Ketua III : Walikota Padang 

Sekretaris I : Sekretaris Daerah Sumatera Barat 

Sekretaris II : Sekretaris Daerah Kota Pariaman 

Sekretaris III : Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman 

Sekretaris IV : Sekretaris Daerah Kota Padang 

 

Anggota : - Para Kepala SKPD se-Kota Pariaman 

  - Para Kepala SKPD se-Kabupaten Padang Pariaman 

  - Para Kepala SKPD se-Kota Padang 

 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN 

INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

  Ttd. 

 

LUHUT B. PANDJAITAN 

 

 


	bb916e8a504a1b5a6891f6ee134dadb7f83f1081e61ca6cad057984d9126caca.pdf
	1e0913f1ea52737dbde56bacc8b5a12f2f0353be18619bd2dabd16624ab22da8.pdf
	bb916e8a504a1b5a6891f6ee134dadb7f83f1081e61ca6cad057984d9126caca.pdf
	1e0913f1ea52737dbde56bacc8b5a12f2f0353be18619bd2dabd16624ab22da8.pdf

